PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
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KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR : 188 4/ ¢ 4 /[DPMPTSP/2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERIZINAN BERUSAHA DAN
NON BERUSAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

Menimbang

Mengingat

—

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGKA BARAT

KEPALA DINAS,
Bahwa dalam rangka meniingkatkan kualitas Pelayanan Publik di

bidang Perizinan Berusaha dan Non Berusaha, perlu ditetapkan
pedoman kerja yang jelas. terukur, dan terstandar;

Bahwa untuk mewujudkan pelayanan yvang cepat, fransparan, dan
akuntabel, diperiukan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Parizinan Berusaha dan Non Berusaha,

Bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud di atas,
perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Standar Operasional
Prosedur (SOP) Perizinan Berusaha dan Non Berusaha pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Bangka Barat.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 4033);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selalan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten
Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2003
MNomor 25 TambahanLembaran Negama Republik Indonesia Nomaor
4268},

3. Undang-Undang MNomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



4.

10.

1.

12,

Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 588T),
sebagaimana telah diubah beberapa kaliterskhir dengan Undang-
Undang Nomaor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor B573),

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53567)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 6041);

. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90},

. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 15 Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor B617).

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 MNomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6618},

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Bangka Barat.
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor € Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016
Nomor 2 Ser D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bangka Baral Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor € Tahun
20186 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020
Nomor 2 Ser D);



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN :

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Penzinan Berusaha
dan Non Berusaha yang dilaksanakan ocleh Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bangka
Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Standar Operasional Prosedur {SOP) Pelayanan Perizinan Berusaha
dan Mon Berusaha yang diaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bangka
Barat sebagaimana dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup
pelayanan administrasi,

Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Bangka Barat sebagaimana tercartum dalam lampiran keputusan ini;
Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan
diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Menrtok
Pada tanggsal . 4 Januari 2025

:.-" gl -




PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO (TINGGI)



PEMERINTAH SABLUPATEN BANGHA BARAT
DINAS PENANAMAN BWODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTL

Hamar S0F L+E ISOPDPMPT SPI2025
Tanggal Pembugtan e,
Tanggal Revisi
Tangaal Elektif
X HrPiFﬂrTuﬁwamm 1004
Tudul S5F Fm BERBASS RESIKO [TINGGI)

| Dagar Hukum

Kualifikaal Polmksana

1. Undang - undang namar 11 Tabun 2020 tentang Cipks Karja

2 Peraluran Pemarintah Bomor 28 Tabun 2025 lentang Penpalenggarsan Penzaan Bavsaha
Barbams Famkao,

3 Peraluran Pamariniah Nomer § Tahum 2027 enizng Penyslarggarssn Porizinan Berssaha di
Caerah

4. Peraturan Bupsli Momor 125 Tahun 2021 tertang Pelimpahan Keswenangas Pelayanan Perzinan
Benusaha Barbasis Resion, Mon Barusaha dan Hor Penzinan Kepada Kapala Dinas Pananaman
Modal, Peisyanan Perznen Tempade Saiu Pintu, Tenage Kede dan Transmigrasi Kebupaten Bangha
Barai

& Pesmturan Bupali Momar 1268 Tahen 2021 lentang Penyelenggaraen Peizinan Barusaha di
Kabupaien Bangka Barsi

1, Pandidikan minmal SkA

2. Mampu berhomunikasi dengan balk
A Memiblci dasar pengatanuan dan keahlan di tdang pelayanan parizinan

antarkan ks alamal pamohon

[Raterkaitan Peralataniperangkapan
1, irstrumen Pangurusan om
2, Pedoman penerbitan dokumen perizinan
3. saparangkat paralatan Eomputer yang dilengsapi jarmgan intemed
4 ATH
[Feringatan Fancatatan dan pendatsan
Apabila mambhl wakiy penyslessan waknd maksimal 2-14 {dua samapai empat belas) har kera * Fotocapi KTP Pemchan
bergamiung KELI larhiburg satelmh persyaratan lengkap den banar makaswel @in akan di * Fotocopd NPWE Pemohan

* Akla Perusanaan (bagi peisky usaha yang panpajean panzngn beroadan usaha)

* inbar pengesahan Akls (bagi pelatu usaha yang pengajusn perizinan berbeden ussahs)
* Folooopd NFWP Badan Lisaha

* Ernad dan Mo, HP skl

* Minngisi Farmulic Pandaftacan NIE

* Parsyaratan lain sasuai KBLI
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FORMULIR URAIAN KERJA/PROSEDUR

A. Data kegiatan
1. Judul SOP IPERIZINAN BERBASIS RESIKO (TINGGI)
2. Qutput Tersedianya data Perizinan Yang terbit
3. Pelaksana 1. Kepala Dinas, Sekretaris dan Kabid DPMPTSP

2. Pemohon
3. Petugas Layanan

B. Pelaksana dan langkah-langkah Kegiatan

Mo

Uraian Kerja'Prosedur

1.

Memasukan berkas permohonan ke petugas administrasi

2.

|Petugas Administrasi Mencatat dan Memeriksa Kelengkapan Berkas, lalu Menyerahkan Ke
Patugas Layanan

<

Petugas Layanan bersama pemohon Melakukan Pendaftaran dan Mencaetak NIB sera
Sertifikat Standar (55) balum terverifikasi

Pemohon diminta untuk malengkapi data di oss, kemudian Dinas Teknis akan Memverifikasi
Kesesuaian Persyaratan

Kabid PTSP memeriksaberkas setelah ada Berita Acara (BA) dan Rekomendas: dan Dinas
Teknis dan memastikan semua persyaratan telah terpenuhi.

Kepala Dinas PTSP akan memverifikasi berkas Perizinan Yang telah memenuhi Pargyaratan
agar |zin dapat diterbitkan

. |Bidang Layanan akan Mencetak lzin yang telah di setujui Kepala Dinas dan Menyerahkannya

Ke petugas Administrasi.

petugas Administrasi mencatat dan menyerahkan NIB dan lzin ke Pemohon.




PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO (RENDAH)



PEMERINTAH KABUPATEN BANGHA BARAT
DINAS PEMANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

[Nemor S0P g3 [SOPIDPMPTSPI025
Tamggal Pambeatan
Tanggal Revigl
Tanggs Efekti
W
YUWANDA EKA PUTERA, SKM, M, 5i
NIP 16770710 198603 1 004
Judul SOP PERIZINAN BERBASIS RESIKO |RENDAH)

Dasar Hukum

Hualifikasi Pelaksana

1. Undang - undang nomar 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Berbasis Resika;

3, Paraturan Pemerintah Momor 6 Tahun 2021 lentang Penyeknggaraan Pernzinan Barusaha
di Diaerah

4, Peraturan Bupati Momar 125 Tahun 2021 temang Peimpaban Kewenangan Pelayanan
Perizinan Berusaha Berbasis Reslks, Non Berusaha dan Mon Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal, Pelaysnan Perizinan Terpadu Salu Pinju, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaters Bangha Barat

5. Peraturan Bupati Nomaor 128 Tahun 2021 tertang Penyvalenggaraan Perizinan Barusaha di
Katupaten Bangks Barat

£, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizingn Berusaha|

1. Panddikan minimal SkiA

2. Marrpu berkomunikasl dengan baik

3 Mermilild dasar pengetabuan dan keahitan di bidang pelayanan perizinan

Keterkaitan

|Peralatan/periengkapan

1. S0P Penerimaan Barkss Permahonan [zin
2. SOP Pengambilan (zn

1. imatrumen Pangurusan izn

2 Pedoman penerbitan dokurmen peniznan

3 seperangkat peralatan komputer yang dilengkapi jaringan internet
4 ATK

Peringatan

|Pu1ﬂ'uun dan pendataan

{erganburg KELI terhitung setelah pereyaratan lenghsp dan bensr makasurat izin akan &
antarkan ke alamat pemohon

Apabita melebini wakiu peryelesaian yakni maksimal 2-14 (dua samapai empat belas) han ked]* Fatocopi KTP Pemohan

* Folocapi NPWPE Pemohon

* Akla Pesusabaan (bagi pelaku usaha yang pengajuan pefizinan berbadan usaha)

* lembar pengesahan Akla (bagi pelaku usaha yang pengajuan perizinan berbadan usaha)
* Folocopd MPWP Badan Lisaha

* Email dan No. HP akiif

* Mengisi Formulir Pendaftaran MIB

* Persyaratan [ain sesus KL




S0P PERMOHOMAN NOMOR INDUK. BERUSAHA (NIB)
CHMAS PEMAMAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZFINAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BANGKA BARAT
lampiran alur | prosedisr pelayanan Nomor Induk Barusaha (NIB) Resiho Rendal,
Fadaksana Baky Mty
PN, uralan prosedur Potugas
Pomghon Acministrasd Bldang Layaran Kabid Fadin Hglongkapan Wk Datput
&, Momor induk Basusang |NIB) Resiko Randah
" aministrasi FERe . I —I barkat parmohnnan barkas Porraharan
Menaring dan mancatal bekas pomehonan alay '
dakuman parmobonen saria mengesek keengapan - - .
T |arkas pammahoran dan menyampalkan serkas [ : AR PO i By Pormintuni
pamahonen ke pefugas layenan
Falugss Liyanan Melakisan pendsfiarsn B
3 uan melskukan penginputan KEL ussha yang baskas pernahosan $0.- df Mari Ambas Parrnahe=an dan
imnhan dan senarnian MIB wada sangarahan KB i BHE regda fendlah : " Korgep NIE resiho rerdah
Elah dicetak o pahsgEs pdminEiaal
s Adrrnginess mencital KIR yang bebil dan | s
4 nasunc Warsmeahkan NIB ok Pamahan. (S— NS rasika Randah 5 Manil farHia DETiMA Py aratan




FORMULIR URAIAN KERJA/PROSEDUR

A, Data kegiatan
1. Judul S0P Perizinan Berbasis Resko (Rendah)
2. Qutput Tersedianya data Perizinan -
3. Pelaksana 1. Kepala Dinas, Sekretaris dan Kabid DPMPTSP

2. Pemohon
3. Petugas Pengaduan

B. Pelaksana dan langkah-langkah Kegiatan

Ma. Uraan Kerja/Prosedur

1. |Memasukan berkas permohonan ke petugas administrasi

2. |Menenma dan mencatat berkas permohonan atau dokumen permohanan serla mengecek

kelengkapan berkas parmohonan dan menyampaikan berkas permononan ke petugas
kayanan

3. [Petugas Layanan Melakukan pendaftaran NIE kemudian metakukan penginputan KBLI usaha

vang dimohon dan penerbitan NIB serta menyarahan NIB yang telah dicetak ke patugas
adminisiras.

4. [petugas Administrasi mencatal NIE Yang terhit dan lengsung Menyerahkan MNIB ke Pamohon,




PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO (MENENGAH TINGGI)



[Namer S0P &4 SOPDFMPTSPR0ZS
PEMERINTAH HABLUPATEN BANOHA BARAT Tanggal Pembusian
DHAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Tanggal Revisi
Tanggal Efmif
Judul 500
|Diasar Huhuwm Kualifikasi Palakssng —
1_'L-Im:|lng urdang ramcr 11 Tabun 2020 tertang Cipta Kaja;
2. Poraturan Pamanntah Nomer 28 Tabun 2025 tentang Penyakenggerasn Perionan Berusaha Bebasts
v a: o 1. Pandician minimal SMA

3. Paraturan Pamarnteh Namar 6 Tahun 2021 mﬁmwaum Perizinan Derusana 4 Daarsh

2. Mampa beromnikasi dangan baik

4. Paraturan Bupati Nemor 125 Tahun 2027 tentang Pelimpshan Kewenangan Polayanan Periznan
Barusaha Berbasss Resiko, Mon Bensana dan Maon Perzinan Kepada Kepafa Dines Penanarnan Modal,
Pelayanan Perizingn Terpadu Setu Pinty, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabypaien Bangka Barat

3, Memiikl dasar pengatahuan dan keshlian d bidang paleyanan penzinan

|5. Parstumn Bupati Momor 126 Tehun 2021 [Entang Pemyslnggarean Perzinan Barusaha & Kabupaten
Bangia Barai

[Eatmriartan

Paralatan/pariangkapan

1. instruman Paaguniaen (xin
2 Padoman panerbitan doekumen perizinan

3 separangkat peralaian kampule mang diangksp jaringan intermet
4 ATH

[Peringatan

[Pancatatan dan pendataan

Apabita medabihi wakty panyalasalen yekni mehsinal 2-14 {dua samagsi smpal beis) han kerjs

ganiung FBLI tmiritung setalah persyaralan lengkap dan benar makasuret R akan di
rilarkan ke alamat pem ohiod

* Folocopl KTP Pamahon

* Foiocop NPWP Pemobon

* Akl Perusahasn (bagi pelaky usana yang pengajusn parenan barbadan usaha)

" lembar pangesahan Akt (Bagi pelaku ussha yeng pengajuan perizingn berbadan usaha)
* Fotooop MPWP Badan Usaha

* Emal dan Mo, HP akaf

L H!mg'rl.i Eamuir Pandaftaran IS

* Parsyaratan len sesim KBL




SOF PERMOHONAN NOMIR INDUS BERUEAHA [WIE]

DHNAE PENANAMAN DAM MODAL PELAYAMNAN TERPADU SATU PRTU
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FORMULIR URAIAN KERJA/PROSEDUR

A. Data kegiatan

i
1. Judul SOP PERIZINAN BERBASIS RESIKD (MEMENGAH TINGGI)
2. Output Tersedianya data Perizinan Yang terbit
i. Pelaksana 1. Kepala Dinas, Sekrefaris dan Kabsd DPMPTSP
2. Pemohon
3. Petugas Layanan

B. Pelaksana dan langkah-langkah Kegiatan

M.

Uralan Kerja/Prosadur

Memasukan berkas permohonan ke petugas administrasi

Petugas Administrasi Mencatat dan Memeriksa Kelengkapan Berkas, lalu Manyerahkan Ke
Petugas Lavanan

Petugas Layanan bersama pemohon Melakukan Pendaftaran dan Mencetak NIB serta
Senifikal Standar (55) belum terverifikasi

Pamohon diminta untuk melengkapl data di oss, kemudian Dinas Teknis akan Memverifikasi
Kesesuaian Fersyaratan

Kabid PTSP memeriksaberkas setelah ada Berita Acara (BA) dan Rekomendasi dari Dinas
Teknis dan mamastikan semua persyaratan lelah lerpeanuni,

- |Fepala Dinas PTSP akan memverifikasi berkas Perizinan Yang telah memenuhi Persyaratan

agar S5 terverifikasi atau [zin dapat diterbitkan.

Bidang Layanan akan Mencetak Perizinan / 55 terverifikasi vang ‘elah di setujui Kepala Dinas
dan Menyerahkannya Ke patugas Administrasi.

petugas Adrmanistrasi mencatat dan menyerahkan NIB dan Serifikat Standar (55)
Tervarificasi ke Pemohon.




PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PERIZINAN USAHA BERBASIS RESIKO (MENENGAH RENDAH)



FPEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERFADU SATU PINTU

INomor SOP C©F ISOPDPMPTSPI2025
Tanggal Pembuatan
Tanggal Rewvis) =
Tanggal Efektf /
I3/
( g
-
NS
Judul SOP PERIZINAN BERBASIS RESIKO (MENENGAH RENDAH)

|Dasar Hukum

Huzlifikasi Pelakzana

1. Undang - undang nomaor 11 Tehun 2020 tentang Cipta Kena;

2. Paraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
|Berbasis Resiko,

3. Peraturan Pemerintah Momor & Tahun 2021 fentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
|Daerah

4. Paraturan Bupati Nomor 125 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko, Non Beruseha dan Mon Perzinan Kepada Kepala Dinas Penanaran
Modal, Pelayanan Parizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Bangka Barat

&, Peraturan Bupab Momor 126 Tahun 2021 lentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Kabupaten Bangka Baratl

1. Pendidikan minimal SMA

2, Mampy berkomunikasi dengan baik

3. Memiliki dasar pengetahuan dan keahlian di bidang pelayanan penzinan

[Keterkaitan

Peralatan/periengka pan

1. S0P Penerimaan Berkas Permohonan Izin
2. S0P Pengambitan lzin

1. Instrumen Pangurusan in

2. Pedoman penerb#an dokumen perizinan

3. seperangkal perafatan komputer yang dilengkapi jaringan intemet
4 ATK

antarkan ke alamal pamohon

|Peringatan FPencatatan dan pendataan
Apabita melabihi wakiu penyelesaian yakni maksimal 2-14 {dua samapal empat belas) harl kera * Fotocopli KTP Pamohan
targantung KBLI lerhitung setelah pereyaratan lengkap dan benar makasurat @n akan d| " Fotocopl NPWP Pemohon

* Akta Perusahaan (bagi pelaku usaha yang pengajuan penzinan berbadan usaha)

* lambar pengesahan Akta (bagi pelakyu usaha yang pengajuan perizinan berbadan usaha)
* Fatocopi NPWP Badan Usaha

* Email dan Ma. HP akif

* Mengisi Formulir Pendaftaran NIB

* Parsyaratan lain sesuai KBLI




S0P PERMOHOMAN NOMOR INDUK BERUSAHA (MIE)
DINAS PEMANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADL SATU PINTU

KABLIFATEN BANGHA BARAT
lampiran alur | prosedur pelayanan Nomar induk Berusahs (NIB) Reslko Menangah Rendah.
Prlak=zana Baku Batu
Mo, iaraia
n prosedur . - Potugas Bidang Layanan Kabid Kadin Kelengkapan Wiakiu Dutput

l“ﬂﬂﬂ“ﬂ“ﬂﬂhﬁnwm

Memasuxan beckas parmohonan & potugss
L e — | l—- berkas pennolanan beikas Permahsnan

)
IErsnma dan mencatal berkes pesmcharan slea L
dokumen parmahanan serts mengeceh keEngiagan | I -_— dhand Barkes
2 |nerkas parmahanan dan menyampaikan barkas el 4 . Sl
parmohcnan ke petsgas kyenan
Prlugas Layanan Melakukan pendaftanan MiB
:wmmﬂw Hfr?mﬂ KELI ﬂl:::ﬂ'l;“ﬂ barias pemmohonan dan Barkas Parnohonan
5 [dmahon dan penercbigan n Sarlifica r NiIB mesko menangas | 10 - 45 Mani dan Kansep MNIE
155 Terkil Crbam-abe sbanla manyeratan MIB dan récsf fiskikn ranEanh
Sartifikat Standar (55] Terbk Otomiats vang telas I
dicatad k@ pAILGAE ASMinistEsd
petugas Adminsirasl mencatel NIR dan Sanifial
a Standar (55) Terbd Cieeratis yang barbl dan langsung - NB Reuko Menengah 5 Maril tanda tefrma
Menyarehian MIE dan Sertificat Standar (S5 Terod Rendah

peryeranan
CHomatis ke Pemahon,




FORMULIR URAIAN KERJA/PROSEDUR

A. Data kegiatan

1. Judul SOP Perizinan Berbasis Resiko (Manengah Rendah)
2. Output Tersadianya data Perizinan
3. Pelaksana 1. Kepala Dinas, Sekretaris dan Kabid PTSP
2. Pemohon
3. Petugas Layanan "

B. Pelaksana dan langkah-langkah Keglatan

No Uraian Kerja/Prosadur

1. |Memasukan berkas permohonan ke pelugas administrasi

2 |Menarima dan mencatat berkas permohonan atau dokumen permohonan sarta mangecek
kelengkapan berkas permohonan dan menyampaikan berkas parmohonan ke petugas
layanan

3. |Petugas Layanan Melakukan pendaftaran NIB kemudian metakukan penginputan KBLI
usaha yang dimohon dan penerbitan NIB serta menyerahan NIB yang ielah dicetak ke
patugas adminisirasi.

4 |petugas Administrasi mencatat NIB yang terbit dan langsung Menyerahkan NIB ke Pemohon




PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH



PEMERINTAH KABUPATEN BANGHKA BARAT
CHMAS PENANAMAM MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomaor S0P b [SOPDPMPTSP0E

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggsi Efeksif

Judul SOP

Diamar Hulcum

Hualifilasi Pelaksana

1. Undarg = Undang Republik Indonesia Momos 11 Tabwn 2020 tenteng Cipta Kerje,

Z. Peraturan Pemesintah Momor § Tabun 2021 fentang Penyelenggarsan Pencinan Berusaha
Berbasis Risko
A Persturan Pemerintah Nomor 8 Tehun 2021 ientang Penyalenggarsan Penzinan di Dasrah

4, Perafuan Marmtarn Panddikan dan Kebedayvaan Momor 38 Tahun 2014 fentang Pedoman
Pendifian. Parubahan, dan Pemustupan Satuan Pandidican Daser dan Menangah

5. Gural Edaran Hermendikbudristes Momor 26 Tahun 2021 tentang Pembardan [za Pendidan
Satuan Pendidiken

1, Perdidikan mrmimss! SWA 7 Saderajat
‘2 Mampu berkomunikasi dengan bak

3. Mamahami alur dan peraturan mengenal penznen

Katerkaltan

Peralatanperlenghapan

1. S0P Penaerimaan Bekas Permaboanan 2in
2. SOP Pengambilan |zin

1. nstnemen Pengurusan zn

2 Pedoman penerdbiten dokumen periginan

3, separangkal peralatan komputer yang diengrapl aringan intenmat
4. ATH

E‘l:l‘h‘ul‘llﬂ

Pencatatan dan pendataan

|Apabila melsbihi waktu penvelesaian yakni maksimal 2-14 {dua sampal emipat belas) harl kera

* Folooopi KTP Pemaohan

* Fotocopi MPWP Pemchan

* Asta Perusahaan (bagi pefaku usaha yang pEngajuan pesizinan berbadan usaha)

* lermbar pengesahan Akda (hagi palaky usaha yang pengajusn persnan bearbadan usaha)
* Folosthi MPWP Badan Usaha

* Mo, HP akiif

* garta persyaraian lan yang dituuhkan




STAMDAR DPERASIONAL PROSEDUR [ZIN OPERASIONAL | PENDIRIAN SEKOLAH
PADA DINAS FEMANAMAN MODAL DAN PELATANAN TERPADU SATU PINTU

HABLUPATEN BANOKA BARAT
Ha. Pamahan Framt OfMice Back Office Déinan Sakdin Hakid PTEP : Poanata : Tim Taknis .
Hagintan Hopala Kolongkagan Wakia Dukput Keterangan
1 2 3 & 1 T [ ] 8 - 10 i ]
1 |Pencrimaon Berkas Parsyarstan fzin 1 Har Corman
Parmohonan dan varifiasl 1 Dpargsiona Pamahonarn
DariEE parmohonan izin LN
|
F] i B S posindnn Dhoivamigsn 1 Hanl Codgrnan
JI/\\ __ﬁ _{ » Fermohonan Parmohonan
Ticlik 1) trin torvarifas)
Largkng e o 2
3 |Penjacwalsn can pembuatan Dakamen 1 Han Cesmaman
gaIrall Tugas survey lapargan Parmahonan |8 Pamuhondn
il ket |zin lervaldas:
4 |Survey loicasd dan pangesian Dukegrmen 1 Hari Berily Acara
nEtnemen vsilpe = Parmaioran |an Survey dan
pervalicasi Surat
o Lo nig e
5 |Aasomandasi dan Cinas Badila Aara 1 Har | BK yang sudan
Perddadknn don Beriin Acara 2 Sureay dan Sumt berverifikms
survey lokas! lt _,J Rk nmAcia
T |Pertuatan sural @n ¥ K yang sucan 5K yang sudsn
cparasnna X TEruRrE kARl rervakidas
T |Paral dan penandatanganan ' ZK yang sucah di & EK yang sinah
surat izin operasional t I saTEan etapin
A |Saeh Terine Suw BK yarg tscah SK gierima
Opstrnsional e Pt ciledapkan Femuohen

F




FORMULIR URAIAN KERJA/PROSEDUR

A. Data kegiatan

1. Judul SOP EZIN GPERASIOMAL SEHOLAH

2 Output Tersedianya data laporan pengaduan

3 Pelaksana 1. Kepala Dinas, Sekretans dan Kabid DPMPTSP
2. Pemahon
3. Pelaksana DPMTPSP

BE. Pelaksana dan langkah-langkah Kegiatan

M.

Uraian Kerja/Prosedur

Penerimaan Berkes Permohonan dan vaerifikasi berkas permohonan izin

Berkas di disposiskan

Survey lokasi dan pengisian nstrumen visitas:

Rekomandasi dan Dinas Pendidikan dan Barita Acara sunvey lokasi

Pembuatan sural izin operasional

Paraf dan penandatanganan surat zin operasmonal

S| @ s ] —-

Saran Terima Sural Izin Operasional Ke Pemohon




PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

MAL PELAYANAN PUBLIK DIGITAL NASIONAL (MPPDN)



Nemor SOF % SOPDEMPTSP2025

PEMERINTAH KABUPATEMN BANGHA BARAT Tenggal Pambustan

DIMAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Teanggal Revisl

Temggal Efeklif

Judul S0P

|Dasar Hulkum Kualifikasl Palaksana

1, Kepuusan Menten Pendayagunean Aparaiur Negara den Redormasi Birckrasi Rapublik Indonesia Nomor 457
Tentang Penypebenggaresn Mal Pelayanan Fublik Digiel Masional

2 Peraturan Pemedntah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penvelenggarzan Fenzinan Berusana Berbasis Resiko,

1. Pendidigan mimmal S

3. Peraturan Pamenntah Momor 6 Tahun 2027 entang Pervelangsarasn Penzinan Berusaha o Daerah 2. Mampu berkomunkas| dengan baik

4. Peraturan Bupati Momor 125 Tahun 2021 tentang Peimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Banssaha) 3 Memilkl dasar pengetahuan dan kaahlian di bidang pefayanan parizinan
Barbasis Resiko, Mon Berusaha dan Mon Pefzinan Kepada Hepaia Diras Pesnanaman Modal Pelayanan
Periznan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerfa dan Transmigrasi Kabupaten Bangks Barat

5. Peraturan Bupati Nomor 128 Tahun 2021 tentang Penyslenggaraan Perizinan Berusaha di Kabupaten Bangka

Barat

Ketarkaltan Peralatan/perangkapan

1, S0P Penerimazn Berkas Parmohonan zin 1. instrumen r""ﬂ“”ﬂ" izin

2. SOP Pengambitan |zin 2 Peadoman panarbitan dokuman panznan
3 seperangkal peralatan kompuier yang déengsapi janngan intemed
i ATK

Peringatan |Pencatatan dan pendataan

Apabila melebihl wakiy penyelesamn yakn maksimal 2-14 (dus samapal ampat belaa) har kena * Foloconl KTP Pamohon

tergantung KBLI tarhitung setelah persyaratan lengkap dan banar makasurat ixin akan o * ja. Hp dan Email

aritarkan ke alamal pemahon * BTH, Gurat Pamyatasn Kecukunan SKP
* SIP Lame

* KEstarangan Tempsl Bekergs




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAL FELAYANAN PUBLIK DIGITAL NASIONAL (MPFDN)

PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADL SATU PINTL

KABLPATEN BANGKA BARAT
FELAKSAMNS DMPTSPF Babu Mutis
Mo, Kagiatan Palalmana Sistsm
Varifikator Kadis Kelengkapan Wakiu Output Hatarangan
Pangajuan Sural izin Prakbek {($IF) melabal H'F_I:I-w thni_
1 [Pemohon mergun itas | MASINa) (Arseqa O FEysore) Seranprane dan T0 tenn | WRmpanya hak
j jaringen infemat akses
2 |Pesmohen membuat dan menglsl kelengkagen dals sesusi dengan farmad yang KTP, Mo HP, Emall, 2 Miarit Akyn Parrahon
tarsadia di aplikasi MPP Digital Nasaonal Foto
- Lengeag
L —i
3 |Sislem apiinasi MPPD akim mengecek kimngkapan cala yang dilsi cien T enags Tisak Pengecekan moaks 0 Menit | Data ervalddess | MeBpulusan
kesehatar dan Tenaga Madis, ks licek lengkan maka pemohan akan menenma Largiap A .. hitps.faiscimk. kermkes go - Menten
pemberitahian San Apliasi MPP Digilal uruk melengkap kerrball data yang i Tpm""““
digariukan =l
= & fan Rafermasi
4 |Werficabor DPMPTSP akan memvarilias permohonan pamohon, jika data dan Tk _,A\_ p— Dot dei Penchor, STRL[ 15 manit Permahanan Birokrasi
mm tidak langkap maks permahonan aker dikembalkan ke pamchos Larghp P mﬁﬂ i Surat Irin Tenaga|  Republk
b=nghap hpan Kesshsins dan | Indonesia Momar
A - Tenaga Meds | 487 Tahun 2024
B |Sebelum o TTE cleh Kepaia DMFTSP permoronan skan di verilkast kemoa, bBercas parsyaram dan| 30 Meni | SIF sudan TIE Tirifamig
jiea tidak langicap maka pemchonan sker dkembalican ke wedifikalar dan Lm 4 duta yang sudah Kepaia Dinas || CrElenggaraan
verikaits Scan mEnerma pesan Dahwe permohanan pery persaikan Apabila e tervardikasi Mal Peayanan
parmabonan ienghap maka akar Bngsung ol TTE oleh Kepala DPMPTSR \\. teraalbdasi F'-:?*Inﬂ'lﬂr
" ST MPPOM)
| hﬂnhl_il permchonen sudah du TTE oleh Kepals DPMPT, pemohon hares mangisl Kumsionar 5L Oline 10 Mend | Sunvsy Kepuasan
{surssi kepuasan masyarakat (SKM) " dari MPPD Masvarasat
[SEM
T IlﬂnTwH:mn peTeahian dapal mengenduh Surat |zin Pracek (SIP} secsrs Mandr| Emanphane den & Meril | Gurat izm Tenaga
misialyl Aplikazi MPP Digital jaringan imeme| Kasshatan dan
Tanaga Media




FORMULIR URAIAN KERJA/IPROSEDUR

A. Data kegiatan

1. Judul SOP Mal Pelayvanan Publik Digital Masional (MPPDON)
7 Output Surat lzin Praktek bagi Tenags Medis dan Tenaga Kesehatan
3. Palaksana 1. Kepala Dinas, Sekretaris dan Kabid DPMPTSP

2. Pemohon

3. Petuges Pengaduan

B. Pelaksana dan langkah-langkah Keglatan

Mo, Urajan Kerja/Prosedur

1. |Pamohoen mengundub Aplikasi MPP Qigital Magional itersedia di Playstors)

2 |Pamohan membueal dan mengied kelengkapan data sesiei dengan format yang lersadia di aphkasi MFP
Digital Masicnal

3 |Sistem aplikasi MPPD exan mengecek keengkapsn data yang dési oleb Tenaga kesshatan dan Tenaga
Medis, jika tidak lengkap maka pemohon akan menenma pembenitahuan dan Aplikasi MPP Digital unbak

maengkapi kembali data yang dipedukan

4 |Verfikator DPMPTSP akan memwerficas pesmahonan pe-nmhmiﬂ data dan persyaratan lidsk lenpkag
maka permohonan skan ditembalkan ke parmchon ldak lengicap

& |Sebalum di TTE oleh Kepala DMPTSP permchonan akan & wenfikasi kemball, pha tidak lengkap maka
permohonan akan dikembalikan ke verfikator dan vedikator akan manefima pesan bakwa perrmanonan paril

perbaikan, Apabila permohonan lengkap maka akan langsung di TTE oleh Kegala DPMPTSP

8. |Apablle permohonan sudah di TTE oleh Kepala DPFMPT, pemohon hanes mangisl sunsael keplreean
masyarakal (S|

7 [izin Terbit dan pemohon dapat mengunduh Surat lzin Prakiek (S1P) secara Mandin melaidl Aplikas: MPP
ek




PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SURAT IZIN PENELITIAN



Momer SOF & ISOP/CPMPTSPI225
PEMERINTAH KABUPATEN BANGHKA BARAT Tanggal Pembuatan
DINAS PENANAMAN MODAL DAM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Tanggal Revisi
Tanggal Efekaif
|
PUTERA, KM, M.5i
g NI HRd7 1 198503 1 001
Judul SOP MAL PELA :_ BLIK DIGITAL NASIONAL (MPPDN)

|Dazar Hukum

(Kualifikasi Palaksana

1. “Undang-Undang Republk Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Sistem Nasional limu Pengetahuan dan
Teknologi

2 'Peraturan Pemarintah Nomaor 41 Tahun 2008, mengalur kzin Penelitian bagl plhak asing sepenl Perguruan
Tinggi, lembage, badan usaha dan orang asing

3, 'Paraturan Menten Dalam Megend Republik indonesia Momor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbdan Surat
Katerangan Penefian

4, Peratuian Bupati Mamor 126 Tahun 2021 tentang Penyelanggaraan Perzinan Berusaha di Kabupaten Bangka
Barat

1. Fendidikan minimal S84

2. Mampu barkomunikasi dengan baik

3. Memilkl dasar pengetahuan dan keahlian di bidang pelayanan perizinan

Feterkaltan

Peralatan/periangkapan

1. 80P Penefimaan Barkas Permahonan LZin
2. B0P Pengambilan zin

1. instrumen Pengurusan zin

2. Pedoman penerbitan dokumen perizinan

3. saperanghat peralatan kompuler yang diengkap j@ringan intermet
1. ATE

[Peringatan

Pancalaian dan pendatasn

Apabila melebih wakiu perysiesalan yakni maksimal 2-14 (dua samapai empat belaa) hari kerja
tergantung KBLI terhitung setelah persyaratan lengkap dan benar makasurat izin aan i
antarkan ke alamsl pamohon

* Fatocopl KTF Pemahon

* Mo Hp dan Emadl

* Bural Permohonan Pemahon

* Swral Keterangan darl Perguruan Tinggl ! Uneversitas

* Proposal Penelitisn
* Folocopy MPWP
* Pakia Integritas bermateral Rp. 10, 000.-




STAMDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PENELITIAN
PADA DIMAS PEMANAMAN MODAL DAN PELAYAMNAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEMN BANGIKA BARAT
[ Hopnk Baku Muty
Hogiatan Pamchon Front Offica Hepala Dinas
. i 1 Parizinan | Bigang PTSP Helerghapan Wk Duitput Haterargan
Pangajsan Surai lzin Prakiek (3IP) molalui MPP Digital Masional
1 |Pamohon mergapsan permohanan Zin panaltian beserta dengan aurat pasrmchonan 1 han Surd Permokaonan
kmiengkapan sasual dangan persyaratan yang tstah dipesyaatken kepada dan persyaratan LZan persyacatan
petugas Front Offios [ +—'}
O
] |Fatuwt Front Uficamelakucan pemanksaan kelngkanar Derkas Teluik Surat permphanan 1 Harl Surat Permokonan
pesmchanan in penelilan, apabila tevdepal kekurangan abaw ketides Largian .-v"'f dan persyaratan dan persyaatan
szgualan bevkas dengan persyaraican sarta bukt
pEnerimann berkas
3 |Penata Panziran maakukan proses pembuatan surat kepabusan zin o Surat Parmobonan 1 Har Dvraf Surat
peneliian sesuai dengan berfuas parmahcras dan parsyaratan seita Keputisan i
Bkl pemedirnasn pEnailias
bethes
i imhnlchlgPTEF melakukan valdasi larhadap sural iepaiEan zin L Oraf Susat Keputusan Draf Surad
penaliian 1zim penebban Kepubisan i
penaitian
baniabias
5 |Kepaka Dinas menandalangan Surel Kepulusan izis Pensllan yang teleh Dval Gieat Keputuzan 1 Hanl Sural Keputusen
vl dasi b 4 tin paneitan izins penelitian yang
Tervalfani Lalah
dtandatanganl
8 |Front offce menerima Sura: Kepulusen lon Operasicnal gang talah Bural Kepuiusan Lon Surad Keputusan
ditandaiangan oleh Kepala Dirag, salargatnys frort office rrsenbar panalitlan yarg talah tzin pessalitian uriuk
Infovrnasi kapada pamiohon bakwa Sural Kepulusan izin Penelitan talah '_,___" disndatangant pamehon
sElanal
T |PEmohon dBpat mergambl Sural RepulLsan 129 Pensitian yang felah Sutal Kepuisan 50 1 Had Sural Keputusan
sedasal o Mal Pelayanan Publk penaitian unbuk izin pesaiitian
| :--' pamchae CRETITE parohen




FORMULIR URAIAN KERJA/PROSEDUR

A. Data kegiatan
1. Judul SOP Surat 1zin Penalitian
2. Output |Surat Keputusa Izin Penelitian bagi Mahasiswa
3. Pelaksana 1. Kepala Dinas, Sekretaris dan Kabid DPMPTSP

2 Pemaohon
3. Petugas Pengaduan -

B. Pelaksana dan langkah-langkah Kegiatan

Mo,

Uraian Kerna/Prosedur

Pemchon mengajukan permohonan izin penelitian beserta dengan kelengkapan sesual dengan
persyaratan yang telah dipersyaratkan kepada petugas Front Office

Petugas Front Officemelakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan izin penelitian,
apabila terdapat kekurangan atau ketidak sesuaian berkas dengan persyaratkan

Penata Perizinan melakukan proses pembuatan surat keputusan izin penelitian sesuai dengan
berkas parmohonan

Kepala bidang PTSP melakukan validasi terhadap surat keputusan (zin penelitian

Kepala Dinas manandatangani Surat Keputusan Izin Penelitan yang telah divalidasi

Front office menenma Surat Keputusan Izin Operasional yang telah ditandatangani cleh Kepala
Dinas, selanjutnya front office memberi informasi kepada pemaohon bahwa Surat Keputusan zin
Penelitian telah selesai

Pemaohon dapat mengambil Surat Keputusan |zin Penelitian yang telah selesai di Mal Pelayanan
Pubtik




PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PERSETUJUAN BANGUNAN DAN GEDUNG (PBG)



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP % /SOP/DPMPTSP/2025

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi G,

ITanggal Efektif S ——-% N\
7 \

T/ TN o —
||*( ey TR il
' HA\vu ,@__ugéfA UTERA, SKM.,M.Si
\ 2‘@5;1?{@%@;46031 001

Judul SOP EERSETUJUAli'BANGUNAN DAN GEDUNG

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Resiko;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

3. Peraturan Bupati Nomor 125 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko, Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat

Bangka Barat
5.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

4. Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kabupaten

1. Pendidikan minimal SMA / Sederajat

'2. Mampu berkomunikasi dengan baik

3. Memahami alur dan peraturan mengenai perizinan

|Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Penerimaan Berkas Permohonan Izin
2. SOP Pengambilan Izin

1. instrumen Pengurusan izin

2. Pedoman penerbitan dokumen perizinan

3. seperangkat peralatan komputer yang dilengkapi jaringan intemet
4. ATK

|Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Apabila melebihi waktu penyelesaian yakni maksimal 2-14 (dua sampai empat belas) hari kerja

tergantung KBLI terhitung setelah persyaratan lengkap dan benar makasurat izin akan di
antarkan ke alamat pemohon

* Fotocopi KTP Pemohon

* Fotocopi NPWP Pemohon

* Akta Perusahaan (bagi pelaku usaha yang pengajuan perizinan berbadan usaha)

* lembar pengesahan Akta (bagi pelaku usaha yang pengajuan perizinan berbadan usaha)
* Fotocopi NPWP Badan Usaha

* Email dan No. HP aktif

* Gambar Teknis PKKPR

* Sertifikat




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERSETUJUAN BANGUMNAN DAN GEDUMNG (PRG)

FADA DINAS PENAHANAN MODAL DAK PELAYANAN TERPADLU SATU PINTU

FABUPATEN BANGHA BARAT

FEE & PP

Peiakssns DHPTER SIM B0 Bk Mu
Hagisten Pemiodson Dinam. PLIPA
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FORMULIR URAIAN KERJA/PROSEDUR

A. Data kegiatan

1. Judul SOP PERSETUJUAN BANGUNAN DAN GEDUNG

2. Output Surat Keputusan Penerbitan I1zin PBG

3. Pelaksana 1. Kepala Dinas, Sekretaris dan Kabid DPMNAKERTRANS
2. Pemohon
3. Pelaksana DPMPTSP SIM BG

B. Pelaksana dan langkah-langkah Kegiatan

No.

Uraian Kerja/Prosedur

Pemohon melakukan pendaftaran akun ke aplikasi SIMBG dengan alamat : https://simbg.pu.go.id/

Pemohon mengajukan permohonan izin dengan mengupload dokumen yang sudah di scan
menjadi softcopy disertai dengan berkas persyaratan lain yang dibutuhkan;

Memverifikasi kelengkapan berkas permohonan, jika tidak Iengk_ap maka akan dikembalikan ke
pemohon. Jika lengkap, maka akan dilakukan konsultasi dengan TIM TEKNIS melalui zoom
meeting dan terbitlah surat pernyataan pemenuhan standar Teknis Bangunan Gedung (SPPSTBG)

Pemohon melakukan pembayaran SKRD

Melakukan Pengesahan pembayaran

| 6.

Penetapan PBG oleh kepala DPMPTSP

PBG terbit, pemohon dapat mengambil SK PBG di MPP




PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU FPINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGELOLA PENGADUAN



-

PEMERINTAH HABUPATEM BANGKA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL CAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BB 0 _jsormenr serz)

Targpal Peshbaatn

Targgs! Revis

Tangga! Efeknl

[T p———

Judul SG8

[Dasar Hukum

Kualfkasi Palasana

1 Peraturan Pernarintah Nomes § Tahun 2021 tentang Pemslenpgarasn Ferizinan Barusaha
Bertasis Resiko

3 Paratiran Permoiital Mamor 8 Tahun 2021 tantang Penpalenpgerasn Pedzinan Bedsaha di
Ciaarah

3, Perahsran Bupal Nomar 125 Tabun 2021 tentang Pelimpshan Kewenangan Pelayanan Pefizinan
Barsata Boebasis Risiko, Mon Berssaha dan MNon Parizinan Kepada Kepals Dinas Fenakaman
Modi, Pelayanan Perznan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Keda den Transmigras KatupalenSengka
Barat

d, Perpturan Bupath Momes 128 Tahuon 2021 tenteng Penyelesggaraan Pedzinan Berusaha di

Habupsaten Bangks Baral

1. Pandidiah minkimal SHA

2 Mampu berkomunikasi dongan baik
3. Memiiki kimampuien mengopeiasican Kompubar

|Keterkatan Peralatan/pasiengkapan
Kamputarl Aptog
Printer
ATK
Jarivgan Intermel
[Perngatan : : Pencalalan den pendataan

1. Wakiy marupakan lama wakhy pang ditlutikam ariuk mendndakdenjuti
saly pengaduan




HMAS PENAMAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERFADL SATU PINTU

BOP PENGELOLS PERNGADLUIAN

HABUPATEN BANGEKA BARAT
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_ [Mstakukan analsis, devihoas, kantkos ehadop | | Farmulir 3 Menit |Berkas
matert  s=duan dan  melaporkan  berkes  Taigs b Fanyakiran Pangadian
pengacuan bepada Kepals Dinad dserial sangan | Pangaduan,
lembar ciRposts uriuk mendapatan pounjuk dan Farmule
arzfion Peaulaakar dan
Panghias Skasian
Eengacuan,
Dekiirmin
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Disgposisd
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FORMULIR URAIAN KERJA/PROSEDUR

A. Data kegiatan
1. Judul SOP Pengeicla Pengaduan
2 Output Tarsadianya data laporan pengaduan
3 Pelaksana 1 Kepala Dinas, Sekretaris dan Kabid DPMPTSP

2. Pemohon
3. Petugas Pengaduan

B. Palaksana dan langkah-langkah Keglatan

Mo Uraian KerjaProsedur

1. |namasukan surat pengaduan ke petugas adminstrasi atau menyampaikan laporan pengaduan
makalui media

Z |Menerima dan mencatat berkas atau dokumen aduan dan menyampaikan berkas aduan ke bidang
layanan

3 |Malakukan arabsis, dantiikasi, kiarifikasi lerhadap maten aduan dan melaporkan berkas Kasus
pengacuan kepada Kepala Dings disertal dengan lambar dsposisi untuk mendapatkan petunjuk
dan arahan

4. |Menerima disposisi Kepala Dinas, mempelajari, menalaah malen aduan, melakukan koordinasi /
korsuitast serta manindaklanjuti laporan aduan

sakretanalt




